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ABSTRAK 

 
 

Pendidikan politik merupakan salah satu peran penting partai politik bagi 

masyarakat maupun anggota partai. Dalam melakukan pendidikan politik partai 

politik memanfaatkan bantuan dana dari anggaran negara maupun daerah. Partai 

politik melaksanakan pendidikan politik mengacu kepada peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. Perumusan masalah yang akan ditelaah dalam penelitian ini 

adalah pertama, Bagaimana bentuk pendidikan politik oleh partai politik di 

Kabupaten Solok? Kedua, Apakah ruang lingkup materi pendidikan politik yang 

digunakan partai politik dalam melakukan pendidikan politik di Kabupaten Solok 

telah sesuai dengan amanat pendidikan politik yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2011? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan 

teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara narasumber terkait. 

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Pertama, pendidikan politik oleh 

partai politik di Kabupaten Solok telah dilakukan sesuai amanat peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pendidikan politik oleh partai 

politik dilakukan melalui kegiatan seperti seminar, pelatihan, rapat anggota, 

bimbingan teknis, dan konten media sosial. Meskipun masih terdapat hambatan- 

hambatan yang mengakibatkan pelaksanaan pendidikan politik tidak efektif seperti 

pendanaan yang minim dan sifat masyarakat yang apatis akan kegiatan pendidikan 

politik yang dilakukan partai politik , partai politik masih bertanggung jawab dalam 

melaksanakan kegiatan pendidikan politik. Kedua, ruang lingkup materi pendidikan 

politik oleh partai politik di Kabupaten Solok mengacu kepada Undang- Undang 

Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pendidikan Politik. Materi tersebut meliputi penguatan 

pemahaman anggota dan masyarakat mengenai hak dan kewajiban warga negara, 

pemahaman tentang Undang Undang Pemilihan Umum, serta strategi pemenangan 

partai dalam pemilihan umum. Pendidikan politik merupakan salah satu hal yang 

harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar Partai yang apabila dilanggar akan 

dikenai sanksi sesuai Pasal 47 Ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 

Tentang Partai Politik. 
 


